= Mohammad Kemal

TEMA UTAMA

Polisi Publik d'Ln Kearmrmn Swasta : Suatu Pemahaman Awal

Polisi Publik dan Keamanan Swasta

Suatu Pemahar

Abstrak

Sejak beberapa dekadal
dan didanai negar
polisi publik dan |

kebutuban warga

kepolisian yang |
dapat dicapai o
adalah mendefin
berakhir, sehingga

tanggung jawab

Kata Kunci : Po/
Sinergi
Pengantar
Dalam
reformasi kepolisian merupa

berkesinambungan. Bahkan lemba
yang paling profesional dan cangg1h pu

berupaya untuk meningkatkan efektivitas mereka

dalam mencegah kejahatan, mendeteksi dan
mengungkap kejahatan, meningkatkan integritas
organisasi mereka serta legitimasi mereka di
mata publik (Sarre, R. 2005). Namun demikian,
untuk sebuah reformasi kepolisian yang berhasil,
perlu dukungan eksternal maupun internal.
Tanpa kepemimpinan yang selalu berkomitmen
untuk perbaikan dalam organisasi kepolisian,
tuntutan eksternal reformasi tidak akan
menembus keberhasilan layanan polisi sehari-
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an kepo[isian telah b

tu bentuk kepolisia asi

chijakan’ pemolz'sian yang

serlukan untulk
eformasi yang telah
Prenzler, T, 2002).

Mungkin sumber yang paling menjanjikan
dari dukungan eksternal untuk reformasi
kepolisian adalah komunitas bisnis swasta.
Perusahaan  swasta memiliki  dinamisme,
kreativitas, dan kekayaan sumber daya yang
dapat berguna untuk menjadi reformis dalam
lembaga kepolisian. Pada saat yang sama,
kemitraan dengan bisnis swasta, jika kurang
terstruktur, dapat mengikis profesionalisme
dan legitimasi organisasi polisi (Haxton, H.
1998). Para pemimpin polisi akan sukses
mengantar reformasi jika mereka menyambut
atau  mempromosikan  kemitraan dengan
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‘komunitas bisnis secara berhati-hati dan tidak

untuk mengadopsi motif keuntungan dari bisnis

‘mereka sendiri, atau untuk mengasumsikan
bahwa semua orang bisnis harus memahami
kontrol kualitas bagi layanan pelanggan.

'Kemitraan Antara Polisi Publik dan
Keamanan Swasta

Kepolisian yang be
yang terisolasi dalam
berharap untuk me

a efektif. Untuk

yang benar-
sian tersebut harus

publik, kepcrcayaan

implementasi
secara  nasional
Pemerintah, Ad
dan Sektor Korpora
aktor strategis, sektor
diperhitungkan sebagai p
berkontribusi secara memadsz
keamanan swasta ini termasuk pih
melindungi produk dan jasa mereka ter
kerentanan gangguan kriminal (Haxton, H.
1998).

Praktisi manajemen keamanan profesional
dan personil penegakan hukumyanginovatiftelah
diakui memiliki potensi besar bagi hubungan
kolaborasi antara polisi dan sektor keamanan
swasta. Hal ini telah dieksplorasi secara rinci di
Amerika Serikat (Sarre, R. 2005) dan sekarang
sedang aktif diteliti oleh banyak orang di
berbagai negara ((Hardy, S., & Prenzler, T. 2002).
Tidak ada keraguan bahwa untuk menghambat
pertumbuhan kejahatan, pendekatan berbasis

tnaga

masyarakat yang terkoordinasi secara baik
sangat diperlukan. Bukan saatnya lagi kita
semua menggantungkan harapan kepada Polisi
untuk dapat mengendalikan dan mencegah
kejahatan tanpa dukungan aktif dari masyarakat
Banyak bukn memperhhatkan bahwa

luas.

dari mereka
leningkatkan
program

1y gberlaku untuk
‘organisasi sebagai
: hiha yang memperkerjakan
da penyedla jasa keamanan (Hardy, S., &
Prenzler, T. 2002).

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di
masyarakat hingga sekarang sedang dilakukan
oleh organisasi tradisional yang dikenal sebagai
“Polisi”, meskipun dewasa ini terlihat suatu
peningkatan kecenderungan adanya eksistensi
dan penggunaan badan yang didanai swasta,
yang sering disebut sebagai “keamanan swasta”
(Sarre, R. 2005). Haxton (1998) membahas
definisi keamanan swasta dan dia memilih
untuk tidak menggunakan istilah “polisi swasta”
untuk menggambarkan keamanan swasta adalah

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 082 | Juni - Oktober 2014 27




~industri yang sangat luas, dan bahwa terdapat
| bra_ng—orang yang bekerja di industri itu. Hardy,
S, dan Prenzler, T. (2002) juga menekankan

- bahwa konsep “keamanan” adalah kompleks.
Sementara, Sarre, R. (2005) bekerja keras untuk

 membatasi definisi keamanan yang berkisar pada

perlindungan informasi, orang dan harta be
dan menekankan bahwa ada perbed
il polisi dan keamanan swasta be;

- status hukum, kontrol dan

Secara umum dites

“keamanan swasta”
luas dari kepolisi
lebih luas (Sarre, }
membawa kong
otoritas peme

T. 2002) mes

dari mana keamana
mana keamanan s
S., & Prenzler, T. 200%
keamanan swasta han
yang secara umum diterima
industri atau perusahaan menyedia jaSaw
keamanan. Bagaimana pula dengan profesi yang
muncul dari manajemen risiko keamanan, yang
berkaitan dengan penilaian ancaman keamanan
dan risiko, serta pengembangannya sesuai
strategi untuk melawan risiko tersebut dengan
biaya yang efektif dan efisien. Uraian berikut
ini cukup menggambarkan perbedaan mendasar

antara keamanan swasta dan pOhSi .

.. perusahaan keamanan swasta
adalah salah satu akor keamanana
yang sangat canggih dan sebagian
besar kehadirannya disebabkan adanya
sistem desentralisasi dalam kontrol
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sosial di masyarakat.. Hal ini cukup
berbeda dengan otoritas polisi yang
berasal dari kekuatan negara yang
timbul dari undang-undang pidana

Konsepsi keamanan  swasta

dltandal dengan penggunaan sistem
: keta secara internal,

engan sistem

raktisi telah mendefinisikan
industri keamanan swasta dalam hal tugas dan

operasinya sebagai berikut :

13

hampir selalu di dalam
batas area bangunan industri dan
komersial swasta di pagar pabrik, di
mana polisi tidak bisa menyeberang
secara sah kecuali dengan Undang-
Undang atau keadaan khusus lainnya,
fungsi akan dilakukan
oleh perusahaan itu sendiri. Tugas

keamanan

utama kami adalah untuk mencegah
kehilangan dan meminimalkan risiko




Pohs1 Pubhk dan Keamanan Swasta Suatu Pcmahnman Awal

bagi orang-orang dan properti di
tempat-tempat pribadi, dan kami
memiliki peran fungsi keamanan
dan ketertiban di ruang yang tidak
dilakukan oleh sektor keamanan
publik” (Sarre, R. and Prenzler, T.
1999).

lebih diperdebatkan. Apa yang menjadi motivasi
untuk keamanan swasta untuk terlibat dengan
polisi ? Tentu saja, setiap kemitraan dengan
polisi akan memberi mereka lebih banyak
kredibilitas. Bagi mereka untuk memiliki
akredlta51 yanﬂ diakui oleh polisi akan memberi

b1h besar dalam masyarakat

Ada kebutuhan bagi
mengurangi dan mencega
itu,ada motivasi bagi poli

industri keamanan s@
untuk

konteks pemoli
kemitraan de
akan menunj

kejahatan ,
untuk bek: : h{f;:; }Z ’
memberikan]]

] renzler,
mencoba untt

hal itu didasari p

itu ada persamaan peran p
; teksi dini, maka
pembentukan kemitraan. y

seringkali menyatakan bahwa
dapat mengurangi kejahatan tanpa bantuan .

rtumbuhan organisasi
ang mencakup produsen,

installer dan orang-orang yang memonitor
masyarakat luas . Mengutip pendapat Sarre dan & & yang

Prenzler (1999) : sistem ini. Daerah keamanan swasta ini tidak

akan dianggap kalah dengan sistem polisi. Polisi
justru menggunakan jasa keamanan swasta untuk
menginstal sistem ini dan pelatihan-pelatihan

“Lembaga kepolisian seringkali
menyatakan  keterbatasan  mereka
bagi anggota polsi di area polisi publik.

untuk melaksanakan tugasnya

mehndunil masya;akzt L sei?ab Dalam hubunganantarapolisidankeamanan
ek e A boreg iy b g b7 swasta dalam bisnis pencegahan kejahatan ini,
dinyatakan tidak mencukupi) sehingga

Mhoa il sl AN Derrinseing sifat  kemitraan harus tetap dipertahankan

tuk kebutuhan sali dukung di anat
jawab bagi keamanan swasta menjadi = SORtuAl, salitly JOClCUng ‘L ‘ahigat

skt keduanya namun harus dalam posisi polisi

adalah aktor utama. dan pengamatan ini juga
Namun, manfaat untuk keamanan swasta ditemukan oleh peneliti lain. Hal ini diperkuat
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oleh pendapat Sarre dan Prenzler (1999) :

“Perbedaan  penting  antara
polisi dan keamanan swasta adalah
bahwa polisi menempati peran utama
dan kepemimpinan dalam hal ini
kemitraan. Personel keamanan swasta
dipandang sebagai mitra dalam bispi
menjaga ketertiban, memba
dalam kegiatan merek
hal-hal terentu melak

mereka”.

Namun demi mitraan masa

depan harus pada pe
ada mitra utama 2
kerja secara nya
berhubungan d
publik. Hal ini
berbeda dala
peran yang sa
tumpang tindih
keuntungan bah
manfaat, meskip
anggota individu d
merasa bahwa merek:
kekuasaan danpada

(Sarre, R. and Prenzler,T.1999.

Ada peluang yang terjadi dari ker

antara polisi dan keamanan swasta, terutama

dalam bisnis yang sama mengurangi kejahatan
tetapi mereka melakukannya untuk berbeda
alasan. Polisi ada terutama untuk kepentingan
publik ada

untuk membuat keuntungan, tetapi keduanya

sementara keamanan swasta

mengurangi  kejahatan.  Tentunya,  ini
memberikan argumen untuk membangun dan
memperkuat kemitraan yang ada antara polisi
dan keamanan swasta. Kesulitan akan terjadi
ketika ada konflik antara kepentingan publik
dan motif profit, tetapi potensi keuntungan lebih

besar daripada kerugian.

30 Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 082 | Juni - Oktober 2014

ma - tidak akan 4
ung, J1ka hubungan..,»

Pohm Publik dan Keamanan Swasta : Suatu Pemahaman Awal

Kemitraan strategis antara polisi, badan

pemerintah  dan  non-pemerintah  serta
masyarakat, harus tetap berorientasi pada tujuan
Kepemimpinan, Kemitraan dan Stakebolder.

Untuk itu program-program yang dapat diambil,

antara lain (Livingstone, K. and Hart, J. 2003) :

polisi bersama

's1p prinsip yang
is dengan

0sisi

kelbﬁlpok—ke o

()

beberapa tahun

peran polisi pubhk dan keamanan swasta telah

menjadi kurang jelas, meskipun berbagai derajat
dimana keamanan swasta dan Polisi publik
diatur, menciptakan kesenjangan akuntabilitas
antara Polisi publik yang sangat “diatur” dan
keamanan swasta yang “hampir tidak diatur”.

Johnston, (1992) istilah
“pengawasan” sebagai “fungsi sosial”, sementara

menjelaskan

istilah “Polisi” mengacu pada agen pemerintah.
Menurut Johnston, (1992) kepolisian adalah
bentuk kontrol sosial. Seperti banyak aspek
kehidupan dapat dipengaruhi oleh kontrol
sosial, Cohen, (Johnston, 1992) mendefinisikan
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:kontrol sosial dalam konteks kepolisian sebagai
respon (masyarakat) yang terorganisir terhadap
‘perilaku menyimpang. Reiner (Johnston, 1999)

menjelaskan kepolisian sebagai pengawasan
dan ancaman hukuman atau sanksi. Peran ini

‘biasanya dilakukan oleh agen-agen yang didanai

‘oleh negara yang dikenal sebagai polisi publi
sepanjang sisi agen lain, yang baik dapat
swasta atau sukarelawan yang ti
dikenal sebagai keamanang
J. and van Outrive,
bertanggung jawab Ke
Negara.

Industri k

dari berbagai meliputi laya an. d1

2009).

karena modermsam industri ke N
yang telah berkembang selama berta ‘

sebagai sektor keamanan yang difasilitasi melalm o

pelatihan karyawan. Dalam Shearing dan kawan-
kawan, (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds].
2009) ditemukan bahwa sejak diperkenalkannya
UU Swasta Industri Keamanan (2001) yang
kemudian, salah satunya, berkembang dalam
Industri Security Authority (SIA), membebankan
industri keamanan swasta dengan tanggung

jawab  meningkatkan  keterampilan  dan
pelatihan  profesionalisme bagi keamanan
swasta yang telah meningkat melampaui

pelatihan dasar keterampilan biasa, meliputi area
seperti hukum tentang penggunaan kekuatan,

asta yang luas terdiri

‘terkait

kcschatan dan  keselamatan, menghadapi

situasi kebakaran serta bom, dan sebagainya,
(Sarre, R. and Prenzler, T.1999). Akibatnya,
keamanan swasta telah menjadi sektor dengan
posisi untuk mengambil lebih banyak peran
termasuk Paceec tradisional dilakukan
ubhk Selanjutnya, Asosiasi

' Internasional (IPSA)
manan pribadi sebagai
' on—bcrseragam
Mgrang-orang,

publik, jika tidak dia

jadi menyimpa

manan swasta ini antaralain adalah
menangani perilaku anti-sosial tanpa intervensi
polisi; memberhentikan orang, mengajukan
pertanyaan kepada pengunjung yang menjurus
penyidikan serta menyita obat-obatan, pisau
dan alkohol dari seseorang yang diduga pelaku
kejahatan dalam masyarakat.

Terkait dengan hal di atas, komersialisasi
kepolisian publik telah memainkan peran penting
dalam mengaburkan batas-batas wewenang
antara kepolisian swasta dan kepolisian publik
schingga melanda akuntabilitas polisi publik,
sehingga warga diperlakukan sebagai pelanggan
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o untuk diambil alih oleh sekto

UTAMA

& yang membeli layanan polisi sebagai lawan
warga menggunakan hak demokrasi yang berupa
mendapatkan layanan polisi publik secara
cuma-cuma (Sarre, R. and Prenzler, T.1999).
Haxton (1998) mengacu pada perkembangan

ini  sebagai “marketisasi” dari kepolisian
publik dan pergeseran peran dari peran yang

berurusan dengan kejahatan beralih pa s

- mencegah kejahatan, yang

Hal ini bertambah nyata
anggaran kepolisian “gh
lebih fokus pada la
dibandingkan  den

kejahatan. Secara

akn hukum
pencegahan

dapat semakin
“komersialisasi”
swasta dan me
swasta di kehi

swasta melakuks
yang dilakukan
berarti pengalih

atau Sinergi?

Sinergi  telah  dide
“manfaat yang dihasilkan dari
dua kelompok, orang, benda atau pr

berbeda”. Istilah ini juga sering digunakan"

untuk menggambarkan efek gabungan yang
lebih besar dari efek yang terpisah dari masing-
masing elemen atau sektor. Namun, sinergi
juga “sering dianggap sebagai jargon bisnis”.
Banyak bukti menunjukkan bahwa polisi dan
pemerintah dapat bekerja dengan sukses dengan
keamanan swasta dengan cara sinergi yang nyata
dalam pengurangan dan pencegahan kejahatan.
Dalam jangka panjang, hal itu berarti pencurian,
perampokan, penyerangan penggunaan narkoba,
dan kejahatan lain akan menurun di suatu area
publik. Hal ini juga harus berarti bahwa perasaan
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keamanan dan kebebasan bagi orang-orang yang
pergi untuk bekerja, belanja dan rekreasi tidak
takut lagi akan kejahatan dibandingkan saat-

saat sebelumnya (Shapland, J. and van Outrive,
L. [eds]. 2009).

Sementara itu, kemitraan dapat tercapai
Yang sederhana. Misalnya,

penﬁff’iﬁﬁn kepemilikan

publik dan penuruna

, oulsourcing
ciptakan layanan
clumnya, termasuk jasa
yng * memberikan campuran  penyediaan
layanan swasta dan publik, atau layanan yang
diperluas melalui penyediaan keamanan swasta.
Contohnya termasuk sistem CCTV ruang
terbuka, dan keamanan stadion olahraga.

Dari perspektif itu, fasilitasi keamanan
swasta, termasuk melalui perjanjian kerjasama
publik-swasta, dapat berpotensi signifikan
meningkatkan kewajiban pemerintah untuk
melindungiwarga negara. Hal ini terutama terjadi
pada saat kontraksi ekonomi, ketika pemerintah
berusaha untuk menyeimbangkan anggaran dan
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-mengembalikan kepercayaan publik, sementara
juga memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam
‘bidang keamanan. Tapi itu juga berlaku di luar
kemerosotan ekonomi - mengingat bahwa
sekarang diakui bahwa polisi publik tidak dapat
-memberikan perlindungan yang memadai karena
luasnya dan kompleksitas kesempatan 11
kejahatan. Keamanan swasta dapa :
bukan menggantikan kepolisi
bidang-bidang atau konsegits
R. and Prenzler, T.1999

ketika pemerintah ereka harus

aka keamanan

memotong anggj
swasta adalah sa

kesenjangan se

ara untuk mengis
salkan tu_]uannya ebih

berorientasi i

hanya pada

memuaskan €

keterbatasan
kekurangan

termasuk kegagalan
kamera CCTV dalam
kejahatan yang cukup luas, s
dan kemampuan respon yang tidal®

(Sarre, R. and Prenzler, T.1999).

Kesimpulan

Uraian singkat ini menunjukkan bahwa
keamanan swasta memainkan peran yang
semakin penting dalam mencegah kejahatan.
Ada pengakuan yang berkembang dari
sekian banyak manfaat publik terkandung
dalam perluasan sektor ini, termasuk melalui
kejahatan  publik-

swasta dan outsourcing kepolisian bagi tugas-

kemitraan  pencegahan

tugas keamanan. Ada ruang yang cukup bagi
pemerintah untuk membuat lebih banyak

keterampilan dan keahlian keamanan swasta
dalam memperluas jaminan keamanan publik
dan mencegah kejahatan. Sementara polisi dan
badan-badan pemerintah lainnya saat inig sering
mengungkapkan dukungan untuk kerjasama
pubhk—swasta terhadap pencegahan kejahatan,
erlu d.loptlmalkan melalui

policing.
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